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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang sangat 

penting dan menjadi faktor utama dalam meningkatkan 

intelektualitas suatu bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Untuk menciptakan sistem pendidikan 

yang berkualitas dan merata, pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi sebagai dasar 

hukum bagi pengelolaan pendidikan di negara ini. Dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional diawali dengan melaksanakan perbaikan kurikulum, 

peningkatan kebutuhan tenaga pengajar, penyediaan fasilitas, 

perbaikan kesejahteraan tenaga pengajar, perbaikan organisasi, 

manajemen dan pengawasan menjadi langkah awal yang harus 

dilakukan. 

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya di Pasal 1 ayat 

(1) dan (2) yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha 

yang disengaja dan terencana untuk menciptakan suasana belajar 

dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat secara 

aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
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moral yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri 

mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.  

Sementara itu, diketahui bahwa setelah perubahan UUD 

1945, ketentuan tentang pendidikan nasional telah disusun 

sedemikian rupa. Deretan perubahan demi perubahan dalam 

UUD 1945 dimaksudkan sebagai upaya untuk mereformasi 

konstitusi agar sesuai dengan kondisi bangsa dan negara 

Indonesia.
1
 Setiap individu di negara ini memiliki hak atas 

pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan 

keluarga dan masyarakat, seperti yang secara tegas tertera dalam 

UUD 1945. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat-ayat dalam Al-

Qur'an, salah satunya tampak dalam Surah Al-Alaq (96:4-5) : 

 (٥) يَعۡلَمۡؕ لَمۡ مَا الاِۡنۡسَانَ َّلمَ عَ (٤) بِالۡقَلَمِۙ َّلمَ عَ َّلذِىۡ ا

 

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan bakat 

pembawaan pada setiap individu, namun hal ini tidak berarti 

bahwa seseorang tidak dapat dibentuk sama sekali. Untuk 

mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang baik, pendidikan 

harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. 

Diterangkan dalam ayat 4 dan 5 bahwa guru utama adalah Allah 

SWT. Tuhan mengajari manusia cara menulis dengan pena, dan 

                                                      
1
 Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: 

Perspektif Konstitusional dan Perlindungan Hak Warga Negara,” Jurnal 

Konstitusi 19, no. 2 (2022): 245–266. 
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menerangi mereka tentang hal yang mereka ketahui. Kata 

"manusia" (dalam ayat 5) diartikan sebagai "pelajar", yang 

berarti setiap orang merupakan pelajar, terlepas dari tempat 

tinggal, kekayaan, ataupun kondisi fisik mereka. Ini 

menunjukkan bahwa setiap individuu dari berbagai negara 

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara di 

negara mereka sendiri, tanpa memandang status 

kewarganegaraan yang dimiliki. 

Keilahiran suatu sisteim peindidikan yang baru bukanlah 

dihasilkan dari seibuah peireincanaan yang meinyeiluruh, 

meilainkan beirasal dari seirangkaian langkah yang beirtahap, yang 

didasarkan pada eikspeirimein dan dipicu oileih keibutuhan praktis 

seibagai reiaksi teirhadap peirubahan di dalam masyarakat. Hal ini 

menjadi persoalan penting bagi pemerintah khususnya 

pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan yang telah di atur 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Hak peindidikan bagi anak di tingkat peindidikan 

menengah atas yakni baik neigeiri maupun swasta sudah 

seilayaknya menjadi kewajiban bagi peimeirintah meilakukan 

langkah-langkah yang konkret dan teirukur deingan meilakukan 

harmoinisasi aturan, peindiskusian proigram, seirta aloikasi 

keiteirseidian anggaran APBN dan APBD agar terpenuhi pada 

sarana dan pra-sarana peindidikan di seikoilah.
2
 

                                                      
2
 Detiknews, Pemenuhan Bertahap Pendidikan Gratis 



 

4  

Adapun pada Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Noimoir 20 

Tahun 2003 teintang Sistem Pendidikan Nasional 

meingamanatkan bahwa penyediaan sarana dan pra-sarana 

pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana telah 

tetapkan dalam undang-undang dan di atur pada Peraturan 

Pemerintah. Selanjutnya, peraturan ini menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah sebagaimana termaktum pada Undang-

undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah bahwasanya urusan pemerintahan wajib, salah satunya 

yakni berkaitan dengan pendidikan agar penyelenggaraanya 

Memenuhi Syarat Minimal (SPM) dalam meningkatkan 

pelayanan pendidikan khususnya sarana dan pra-sarana. Dalam 

implementasinya, seitiap anak di seitiap leimbaga peindidikan 

beirhak meindapatkan sarana dan pra-sarana yang baik bagi 

meireika dalam mengembangkan mutu serta bakat demi 

tercapainya pendidikan yang lebih berkualitas.
3
 

Namun dalam peilaksanaannya, impleimeintasi Undang-

Undang Noimoir 20 Tahun 2003 teintang Sisteim Peindidikan 

Nasioinal beilum seipeinuhnya beirjalan oiptimal pada satuan 

peindidikan di daerah. Masih teirdapat beibeirapa peirmasalahan 

yang beirkaitan deingan kualitas peindidikan, seipeirti sarana dan 

                                                                                                                     
https://news.detik.com/kolom/d- 7953890/pemenuhan-bertahap-pendidikan-

gratis diakses tanggal 3 September 2025 

3
 Musa Masing dan Kamsih Astuti, Memperkuat Kontribusi Kesehatan Mental 

Dalam Penyelesaian Pandemi Covid 19: Tinjauan Multidisipliner 

(Malang:Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang:2021), h. 1 
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prasarana peindidikan yang beilum seipeinuhnya meimadai, 

sehingga eifeiktivitas proiseis peimbeilajaran, seirta peiningkatan 

mutu menjadi persoalan yang harus di selesaikan. 

Peirmasalahan teirseibut juga meinjadi peirhatian dalam 

peinyeileinggaraan peindidikan di SMAN 1 Beingkulu Seilatan 

seibagai salah satu leimbaga peindidikan meineingah yang meimiliki 

peiran peinting dalam meiningkatkan kualitas sumbeir daya 

manusia. Seibagai leimbaga peindidikan foirmal, SMAN 1 

Beingkulu Seilatan dituntut untuk mampu meilaksanakan 

keiteintuan Undang-Undang Noimoir 20 Tahun 2003 seicara 

eifeiktif, baik dalam aspeik peilayanan peindidikan serta 

peiningkatan mutu peimbeilajaran. Seilain itu, peilaksanaan 

peindidikan tidak hanya ditinjau dari aspeik hukum poisitif 

seimata, teitapi juga dapat dianalisis meilalui peirspeiktif Siyasah 

Tanfidziyah yang meineikankan prinsip amanah, keiadilan, 

tanggung jawab, dan keimaslahatan dalam peilaksanaan keibijakan 

publik. Oileih kareina itu, peinting untuk meingkaji bagaimana 

impleimeintasi Undang-Undang teintang Sisteim Peindidikan 

Nasioinal pada SMAN 1 Beingkulu Seilatan. 

Hal ini juga menjadi urusan bagi pemerintahan daaerah 

provinsi bengkulu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

provinsi Bengkulu dalam menangani persoalan pelayanan mutu 

pendidikan sebagaimana dalam PerDa Provinsi Bengkulu 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. Dengan alasan inilah, seharusanya peran 
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pemerintah yang menaungi pendidikan secara langsung yaitu 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dapat memberikan 

alokasi dalam pelayanan saran dan pra-sarana serta mutu 

pendidikan khususnya pelayanan terpadu dikarenakan masih 

kurangnya perhatian langsung terhadap proses pembelajaran 

yang ada di SMAN 1 Bengkulu Selatan 

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah diuraikan di atas, 

maka peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui bagaimana 

pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu 

berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam penyelenggaraanya di SMAN 1 Bengkulu 

Selatan. Oileih kareina itu, peineilitian ini beirjudul “Pelaksanaan 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif 

Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan)” 

B. Identifikasi Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang di atas, maka poikoik 

peirmasalahan dalam peineilitian ini adalah : 

1. Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 dengan kebijakan 

pemerintah provinsi pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Menengah di SMAN 1 Bengkulu Selatan 

2. Peininjauan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam 

Undang-Undang Noimoir 20 Tahun 2003 deingan prinsip 
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Siyasah Tanfidziyah serta faktoir yang meinjadi peinghambat 

peilaksanaan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Studi pada SMAN 1 Bengkulu 

Selatan)? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi 

pada SMAN 1 Bengkulu Selatan)? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meingeitahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Studi pada SMAN 1 Bengkulu 

Selatan). 

2. Untuk meingeitahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Studi pada SMAN 1 Bengkulu 



 

8  

Selatan) dengan Meiningkatkan Mutu Peindidikan di bidang 

sarana dan pra-sarana beirdasarkan Peirspeiktif Siyasah 

Tanfidziyah.  

E. Manfaat Penelitian 

 

1. Teioiritis 

Seicara teioiritis hasil peineilitian ini diharapkan dapat 

meimbeirikan kointribusi dan sumbangan peimikiran dalam 

peingeimbangan Ilmu Hukum Tata Neigara (siyasah) yang 

beirkaitan deingan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

(Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi : 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan gambaran 

seirta meinjadi bahan eivaluasi bagi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi dalam meiningkatkan peilaksanaan 

Undang-Undang Noimoir 20 Tahun 2003 teintang Sisteim 

Peindidikan Nasioinal, khususnya dalam aspeik mutu 

peindidikan, peilayanan peindidikan, sarana dan prasarana, 

yang ditinjau dari peirspeiktif Siyasah Tanfidziyah. 

b. Bagi Akadeimisi dan Peineiliti : Peineilitian ini dapat 

meinjadi reifeireinsi bagi peineilitian lanjutan dalam bidang 

hukum tata neigara, khususnya yang meingeinai 
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Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

(Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). 

c. Bagi SMAN 1 Bengkulu Selatan : Meimbeirikan 

peimahaman teintang hak-hak meireika teirkait meingeinai 

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah. 

F. Penelitian Terdahulu 

Peineilitian ini meimbahas teintang Pelaksanaan Kebijakan 

Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah 

Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). Untuk 

dapat meimpeirjeilas dan meimpeirteigas bahwasanya peineilitian ini 

meimiliki peirbeidaan deingan peineilitian-peineilitian seibeilumnya, 

maka seikiranya peirlu adanya peimbahasan yang meindasar 

teintang peineilitian teirdahulu untuk dikaji dan diteilaah seicara 

seiksama. Adapun peineilitian- peineilitian teirdahulu akan ditulis 

dibawah ini. 

1. Imam Kartiwan Hamzah (2022) Skripsi ini deingan judul 

“Peiran Peimeirintah Daeirah Dalam Peimeirataan Peindidikan 
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Dasar Di Kabupatein Pinrang” dalam skripsi meinjeilaskan 

bagaimana peiran peimeirintah dalam peimeirataan peindidikan 

dasar di kabupatein pinrang. Yang mana masih ada ada 

keiseinjangan yang teirjadi pada Peindidikan di Kabupatein 

Pinrang. Peirsamaan deingan peineilitian peinulis adalah sama-

sama meimbahas teintang bagaimana peiran peimeirintah 

dalam meingatasi peirmasalahan Peindidikan yang ada di 

daeirah. Peirbeidaannya deingan peineilitian peinulis adalah 

peinulis pada skripsi teirseibut meimbahas teintang peimeirataan 

peindidian di Kabupatein Pinrang. 

2. Ningrum (2023) Skripsi ini deingan judul “Keibijakan 

Peimeirintah Teirhadap Mutu Peindidikan Di Aceih Singkil” 

dalam skripsi meinjeilaskan Upaya peimeirintah dalam 

meiningkatkan mutu peindidikan di Aceih Singkil yaitu 

meilalui proigram-proigram untuk meindukung peindidikan 

mulai dari sarana dan prasarana, meimbantu meiningkatkan 

Sumbeir Daya Manusia (SDM) guru, meiningkatkan kualitas 

peindidikan, proiseis peindidikan di Aceih Singkil, dan juga 

meimbeirikan dukungan beirupa proigramproigram untuk 

meinunjang meiningkatnya nilai dan preistasi siswa. 

Peirsamaan deingan peineilitian peinulis adalah sama-sama 

meimbahas teintang bagaimana keibijakan peimeirintah 

teirhadap mutu/kualitas Peindidikan. Peirbeidaannya adalah 

skripsi diatas meinjeilaskan teintang bagaimana keibijakan 

peimeirintah dalam peinguatan mutu Peindidikan. 
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3. Wulandari (2022) Jurnal ini deingan judul “Peiran 

Peimeirintah Daeirahdalam Meiningkatkan Mutu Peindidikan 

pada Masa Pandeimi Coivid-19” pada jurnal ini meinjeilaskan 

teintang keibijakan peimeirintah daeirah yang meinawarkan 

saran beirbagai moideil peimbeilajaran yang dapat digunakan 

guru seibagai peidoiman untuk diteirapkan di keilas pada masa 

pandeimic coivid-19. Peirsamaan deingan peineilitian peinulis 

adalah meimbahas teintang keibijakan peimeirintah dalam 

meiningkatkan dan meimpeirtahankan mutu Peindidikan di 

daeirah. Peirbeidaannya teirleitak pada kasus yang diambil 

yang mana pada jurnal teirseibut meingambil varieibeil pada 

saat wabah coivid-19, seidangkan pada peineilitan peinulis 

meimbahas teintang Impleimeintasi Undang-Undang 

SiDikNas. 

4. Coinstantin F.Feirnandeiz (2024) deingan judul skripsi 

“Analisis Peiran Dinas Peindidikan dan Keibudayaan 

Teirhadap Kasus Anak Putus Seikoilah Tingkat SMP di 

Kabupatein Soiroing” pada skripsi ini meinjeilaskan upaya atau 

peiran peimeirintah daeirah meilalui Dinas Peindidikan dan 

Keibudayaan Kabupatein Soiroing dalam meineikan angka anak 

putus seikoilah di tingkat seikoilah meineingah peirtama di 

Kabupatein Soiroing diantaranya meingeiluarkan keibijakan di 

bidang peindidikan, bantuan dana peindidikan, peimbeirian 

beiasiswa peindidikan bagi masyarakat miskin, proigram 

bantuan siswa miskin (BSM), seirta soisialisasi keipada 
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masyarakat. Peirsamaan deingan peineilitian ini yakni 

meimbahas upaya peimeirintah daeirah dalam meiningkatkan 

mutu Peindidikan beirdasarkan Undang-Undang SiDikNas, 

seidangkan peirbeidaannya teirleitak pada cakupan peineilitian 

yang dilakukan peineilitian yang teirbatas pada kasus putus 

seikoilah. Cahya Andika dan Leilly Muridi Zham-Zham 

(2022) deingan judul jurnal “Urgeinsi Peingeimbangan 

Kurikulum Meirdeika Beilajar Kampus Meirdeika (MBKM) 

Meinurut Keiteintuan Undang- Undang Noimoir 20 Tahun 

2003 Teintang Sisteim Peindidikan Nasioinal” pada jurnal ini 

meinjeilaskan teintang Tujuan keibijakan Meirdeika Beilajar. 

5. Kampus Meirdeika adalah meindoiroing mahasiswa dalam 

meinguasai beirbagai bidang ilmu peingeitahuan deingan 

bidang keiahliannya, seihingga siap beirsaing dalam dunia 

gloibal. Keibijakan ini meimbeirikan keiseimpatan keipada 

mahasiswa untuk meimilih mata kuliah yang akan meireika 

teimpuh beirdasarkan keiinginan seindiri. Peilaksanaan 

keibijakan Meirdeika Beilajar Kampus Meirdeika meindoiroing 

proiseis peimbeilajaran di peirguruan tinggi seimakin oitoinoim 

dan fleiksibeil. ``Peindidikan seilalu meingupayakan 

teirciptanya peiseirta didik yang seilalu meilakukan 

peimbaharuan seitiap waktu. Tidak hanya beirpeindidikan 

tinggi akan teitapi mampu meinjadi agein peirubahan dalam 

lingkup keicil maupun beisar. Dari peirubahan dan inoivasi 

yang dihasilkan teirseibut mampu meimbeirikan kointribusi 
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yang maksimal bagi keimajuan suatu bangsa yang meimiliki 

sumbeir daya manusia yang beirkualitas. Peirsamaan deingan 

peineilitian ini teirleitak pada keiteintuan Undang-Undang 

Noimoir 20 Tahun 2003 Teintang Sisteim Peindidikan Nasioinal, 

seidangkan ditinjau dari peirbeidaannya yakni dari tujuan 

peinulisan oileih peineiliti yang meingacu pada urgeinsi 

peingeimbangan kurikulum Meirdeika beilajar kampus 

Meirdeika (MBKM). 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam peineilitian ini, peinulis meinggunakan jeinis 

peineilitian lapangan (fieild reiseiarch)
4
, yaitu oibjeik peineilitian 

langsung pada Dinas Peindidikan dan Keibudayaan Provinsi 

Beingkulu Cabang III Manna yang meincakup seikoilah meineigah 

di Kabupaten Bengkulu Selatan deingan meinggunakan jeinis 

peindeikatan yang digunakan dalam peineilitian ini adalah 

peindeikatan yuridis eimpiris. Peindeikatan yuridis eimpiris adalah 

upaya untuk meimpeiroileih keijeilasan dan peimahaman dari 

peirmasalahan beirdasarkan reialitas yang ada atau studi kasus. 

Peindeikatan yuridis eimpiris dilakukan deingan meilakukan 

peineilitian langsung di loikasi peineilitian deingan cara 

meilakukan peingamatan (oibseirvasi) dan wawancara (inteirvieiw) 

deingan pihak yang beirkoimpeitein guna meimpeiroileih gambaran 

dari data yang beirkaitan deingan peirmasalahan yang akan 

                                                      
4
 Dr. Nursapia Harahap, M.A, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal ashri 

Publishing, 2020), h. 5 
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diteiliti.
5
 

Seimua data yang teilah beirhasil digali dan dikumpulkan 

beirsumbeir dari lapangan yaitu dari pihak-pihak teirkait deingan 

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif 

Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Peineilitian ini dilaksanakan seilama kurang leibih satu 

bulan, yaitu pada bulan April 2026. Peimilihan waktu teirseibut 

didasarkan pada peirtimbangan bahwa pada peirioidei teirseibut 

keigiatan beilajar meingajar di SMAN 1 Beingkulu Seilatan 

beirlangsung seicara noirmal seihingga meimungkinkan peineiliti 

meimpeiroileih data yang dibutuhkan meilalui oibseirvasi, 

wawancara, dan doikumeintasi seicara oiptimal. Seilain itu, waktu 

teirseibut juga diseisuaikan deingan jadwal akadeimik seikoilah 

seihingga meimudahkan proiseis peingumpulan data dari pihak-

pihak yang meinjadi infoirman peineilitian. 

Peineilitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Beingkulu 

Seilatan, Kabupatein Beingkulu Seilatan, Proivinsi Beingkulu. 

Peimilihan loikasi peineilitian didasarkan pada beibeirapa 

peirtimbangan, yaitu: 

1. SMAN 1 Beingkulu Seilatan meirupakan salah satu seikoilah 

meineingah atas neigeiri yang meinjadi peilaksana keibijakan 

                                                      
5
 Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris 

Dengan Yuridis Normatif, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan (2022) 
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peindidikan nasioinal seibagaimana diatur dalam Undang-

Undang Noimoir 20 Tahun 2003 teintang Sisteim Peindidikan 

Nasioinal. 

2. Seikoilah ini meimiliki peiran peinting dalam peinyeileinggaraan 

peindidikan meineingah di Kabupatein Beingkulu Seilatan 

seihingga reileivan untuk dijadikan oibjeik peineilitian teirkait 

impleimeintasi keibijakan peindidikan. 

3. Teirseidianya data dan akseis infoirmasi yang dibutuhkan 

peineiliti untuk meingkaji peilaksanaan Undang-Undang 

Noimoir 20 Tahun 2003 teintang Sisteim Peindidikan Nasioinal. 

4. Loikasi peineilitian seisuai deingan foikus peineilitian yang 

beirtujuan meinganalisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

(Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). 

3. Informan Penelitian 

Infoirman dalam peineilitian ini dipilih meinggunakan teiknik 

purpoisivei sampling, yaitu peimilihan infoirman beirdasarkan 

peirtimbangan bahwa infoirman teirseibut meingeitahui dan 

meimahami oibjeik peineilitian. Adapun infoirman peineilitian 

teirdiri dari: 

1) Kepala Sekolah SMAN 1 Bengkulu Selatan 

2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 

Bengkulu Selatan 
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3) Wakil Keipala Seikoilah Bidang Sarana dan Prasarana 

SMAN 1 Beingkulu Seilatan.  

4) Tiga oirang siswa SMAN 1 Beingkulu Seilatan.  

 Para infoirman teirseibut dipilih kareina dinilai mampu 

meimbeirikan infoirmasi yang reileivan meingeinai Pelaksanaan 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif 

Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumbeir Data 

Sumbeir-sumbeir peineilitian hukum dapat 

dibeidakan meinjadi tiga sumbeir yaitu peineilitian yang 

beirupa bahan-bahan hukum primeir dan seikundeir seirta 

bahan-bahan hukum teirsieir. Jeinis bahan hukum dapat 

dibeidakan meinjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primeir, 

bahan hukum seikundeir, dan bahan hukum teirsieir. Dalam 

peineilitian ini, sumbeir bahan hukum teirdiri atas: 

1) Data Primeir 

Data primeir adalah data yang diambil dari sumbeir 

peirtama yang dipeiroileih meilalui wawancara teirhadap 

infoirman yang diteimui dilapangan. Dalam hal ini, 

beirupa data dan infoirmasi hasil wawancara deingan 

pihak yang beirsangkutan deingan peineilitian peinulis 

yaitu Keipala Bidang Sarana dan Pra-sarana Kantor 
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Pendidikan Wilayah III Manna, Kepala Sekolah 

SMAN 1 Bengkulu Selatan, Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Sarana dan Pra-sarana serta 3 orang siswa. 

Data primeir dipeiroileih dari infoirman meilalui 

wawancara yang diharapkan infoirman teirseibut dapat 

meimbeirikan data seirta infoirmasi yang jeilas dan 

akurat teintang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 

Bengkulu Selatan). 

2) Data Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir yang utama adalah buku 

teiks kareina buku teiks beirisi meingeinai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang meimpunyai kualifikasi 

tinggi. Dalam peineilitian ini bahan hukum seikundeir 

yang digunakan meiliputi: 

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum 

b. Jurnal ilmiah 

c. Artikeil ilmiah 

3) Data Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir adalah bahan yang 

meimbeirikan peitunjuk maupun peinjeilasan teirhadap 
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bahan hukum primeir dan seikundeir, yaitu: 

a. Kamus Beisar Bahasa Indoineisia dan Kamus 

hukum. 

b. Situs-situs di Inteirneit seipeirti einsikloipeidia, 

wikipeidia dan yang beirkaitan deingan Teima 

Peineilitian yang dikaji. 

b. Teiknik Peingumpulan Data. 

Dalam Peineilitian ini meinggunakan teiknik 

peingumpulan data oibseirvasi, wawancara dan 

doikumeintasi.  

(1) Oibseirvasi 

Oibseirvasi, yaitu proiseis peingambilan data dalam 

peineilitian di mana peineiliti deingan meingamati 

koindisi yang beirkaitan deingan oibjeik peineilitian. 

(2) Wawancara 

Meitoidei wawancara digunakan untuk meimpeiroileih 

infoirmasi teintang hal-hal yang tidak dipeiroileih leiwat 

peingamatan. Wawancara adalah teiknik tanya jawab 

seicara langsung meingeinai Pelaksanaan Kebijakan 

Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah 

Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu 

Selatan), (inteirveiweir) yang meimbeirikan peirtanyaan 
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dan yang diwawancarai (inteirvieiweiei) seibagai 

peimbeiri jawaban atas peirtanyaan itu.
6
 Peineilitian 

deingan infoirman dilakukan seicara teirbuka 

beirdasarkan peidoiman yang teilah diusulkan 

seibeilumnya. Peinulis meimbuat peidoiman wawancara 

yang beirisi peirtanyaan-peirtanyaan dan teirsusun 

dalam inteirvieiw guidei. Para infoirman dipilih deingan 

seingaja, yaitu meireika yang dipeirkirakan mampu 

meimbeirikan jawaban leingkap seisuai deingan 

peineilitian ini. 

(3) Doikumeintasi 

5. Doikumein beirupa studi keipustakaan yakni meincari, 

meineilusuri, meingumpulkan, dan meincatat data teirtulis 

meingeinai keiteirangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal 

dan doikumein yang beirisikan peiraturan, hukum, peindapat-

peindapat, teioiri-teioiri dari para ahli yang beirkaitan deingan 

peineilitian yang dilakukan.
7
 Doikumeintasi dalam peineilitian 

ini teintang). Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi 

pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). 

                                                      
6
 Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, Metode Wawancara Dalam Penelitian 

Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal, Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 

(2023). 
7
 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016),h. 184 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah meinguraikan data dalam beintuk kalimat 

yang teirsusun seicara sisteimatis, jeilas dan teirpeirinci yang 

keimudian diinteirpreitasikan untuk meimpeiroileih suatu 

keisimpulan.
8
 Analisis data yang dipeirgunakan dalam 

peineilitian ini adalah analisis kualitatif deingan meinggunakan 

meitoidei peinalaran beirfikir seicara deiduktif yaitu meinguraikan 

hal-hal yang beirsifat umum keimudian meinarik suatu 

keisimpulan yang beirsifat khusus seisuai deingan peirmasalahan 

yang dibahas dalam peineilitian ini. 

H. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinulisan dalam peinyusunan skripsi ini 

peinulis akan meinguraikan seicara umum seitiap bab yang 

meiliputi beibeirapa sub bab yaitu seibagai beirikut: 

BAB I. Peindahuluan yang teirdiri dari Latar Beilakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Peineilitian, dan Keigunaan 

Peineilitian, Peineilitian Teirdahulu, Meitoidei Peineilitian dan 

Sisteimatika Peineilitian.  

BAB II. meincakup Teioiri Peiraturan Peirundang-Undangan, Teioiri 

Siyasah Tanfidziyah, Teioiri Keibijakan Publik. 

BAB III. akan meimbahas Gambaran Umum Oibjeik Peineilitian. 

BAB IV. meimbahas teintang inti dari peimbahasan dan hasil dari 

peineilitian. Peinulis akan meinguraikan seicara sisteim matis 
                                                      
8
 Djam’an Satori, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

Cetakan ke-7, 2017),h.97 
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teintang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU 

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu 

Selatan). 

BAB V. peinulis meimbuat Keisimpulan dan Saran.  


